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MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI

bahwa Otorita Pengembangan Daerah In-
dustri Pulau Batam adalal. iastansi
vang ditugaskan mengelola Daeréh
Industri Pulau Batam dan segala keper-
luannva.

pahwa diperairan sekitar Palau Batam
Propinsi Riaua terdapat pasi: laut vang
perlu dikeruk untuk kepent.ingan laa-
carnya alur pelayaran di terpat tersz2-
but serta dapat pula diranfaatkan
untuk kenentingan negara.

Rahwa untuk terciptanva keoastian hu-
kum mengenai pemberian Lzin usaha
pertambangar pasir laut yang terdapat
di perairan Pulau Batam dar sz=kitarn-
ya, serta uituk tercapainysz kerjasama
vang serasi antara pihak~-pihak insten-
<i Pemerintah vana menanaaninva,
dipandang merlu untuk manageluarkan
keputusan int.

Undang-undang Nomor 11 tahua 1967:

Peraturan ?lemerintah Nomor 32 tahun
1669;

Peraturan pemerintah Nom)lr 33 taaun
196G

Perzturan Pemerintah Nomzr 27 tahun
1880;



5. Keputusan Presiden Nomor 41 tatun
1973;

6. Keputusan Presiden Nomor 45/M tahun
1983:

7. Keputusan Presié%n Nomcr 56 tahun
1384,

m EMUTUS K A N

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 33
tahun 1974.

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAM DAN ENER-
GI TENTANG PEMBERIAN TZIN USAHA PERTAM-
BANGAN PASIR LAUT DI DAERAH LEPAS PANTAT
PERATRAN PULAU BATAM DAN SEKIT2RNTA

Pertama. : Melimpahkar wewenang kemada Otorita Pengem-
bangan Daerah Industri Pulau Batam /'Otorita
Batam) untuk membarikan izin usaia pertan-
bangan pasir laut sepanjang terletak di
lepas pantai Pulau Batam dan sekitarnya
dalam daerah Prorinsi Riau, sesuai dengan
pPeta dan penjelasan batas wilavah sebagaima-
na terlampir, demi Kepentingan :embangunan
wilayah Otcrita Batam.

Kedua : Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada diz-
tum PERTAMA dilaksanakan dengan Kketentuan
bahwa

1. Otorita Batam membina dan menjatur semuia
pemberian izin usaha pertambzngan pasir
laut yang berada di dalam daerih tersebut
pada diktum PERTAMA, termasiak hal-hal
vang berkenaarn dengan pungutan-pungutan
negara, - 7 77 B

2. Kepada opihak-pihak vang terlah memoero-
leh Kuasa Pertembangan urtuk pengusahaan
pasir laut di daerah seperti tersebut
pada diktum PERTAMA di atas csebelum
dikeluarkannva Keputusan ini, tetap
diberikan hak uatuk melaksanakin tsahanva




Ket:..ga

Keenpat

dengan melakukan penyesuaian terhadap
ketentuan perizinan yvang dite‘apkan oleh
Otorita Batam.

Pelimpahan wewenang pemberian Izin Usaha
Pertambangan tersebut pada diktun PERTAMA di
atas meliputi bahan gafﬁan timat dan mine-
ral, I6gam lainnya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di-
tetapkan, dengan ketentuan akan diadakan
perubahan dan atau perbaikan sebagaimana
mestinva di kemudian hari. apab:la ternvata
terdapat Kkesalahan atan kekeliruan dalam
penetapan ini.

itetapkan di : Jakarts
Fada tanggal : 15 April 1978
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